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GUBERNUR SUMATERA UTARA 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA 

NOMOR       TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SUMATERA UTARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib 

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama; 

  b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan 

umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon 

anggaran sementara yang telah disepakati antara 

Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal satu 

bulan September tahun dua ribu dua puluh satu; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan 

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 1103); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

  17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 

dan 

GUBERNUR SUMATERA UTARA 

 

M E M U T U S K A N   : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2022; 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
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8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar 

Rp.12.761.625.563.716 bertambah sebesar Rp. 736.507.410.724 sehingga menjadi 

Rp.13.498.132.974.440 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan daerah  

 a. Semula Rp. 12.011.625.563.716 

 b. Bertambah Rp. 438.853.386.956 

 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan  Rp. 12.450.478.950.672 

2. Belanja daerah  

 a. Semula Rp. 12.649.625.563.716 

 b. Bertambah Rp. 736.507.410.724 

 Jumlah belanja daerah setelah perubahan  Rp. 13.386.132.974.440 

3. Pembiayaan daerah  

 a. Penerimaan pembiayaan 

  1) Semula Rp. 750.000.000.000 

  2) Bertambah Rp. 297.654.023.768 

   Jumlah penerimaan pembiayaan  

   setelah perubahan  Rp. 1.047.654.023.768 

 b. Pengeluaran pembiayaan 

  1) Semula Rp. 112.000.000.000 

  2) Bertambah Rp. 0 

   Jumlah pengeluaran pembiayaan  

   setelah perubahan  Rp. 112.000.000.000 

   Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 935.654.023.768 

 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber 

dari:  

a. Pendapatan asli daerah  

 1) Semula Rp. 6.819.012.313.316 

 2) Bertambah Rp. 442.187.171.912 

 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan   Rp. 7.261.199.485.228 
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b. Pendapatan transfer  

 1) Semula Rp. 5.093.345.250.400 

 2) Berkurang Rp. 3.333.784.956 

 Jumlah belanja transfer setelah perubahan  Rp. 5.090.011.465.444 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  

 1) Semula Rp. 99.268.000.000 

 2) Berkurang  Rp. 0 

 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 

 setelah perubahan   Rp. 99.268.000.000 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

bersumber dari : 

  a. Pajak daerah 

   1) Semula Rp. 6.227.774.043.083 

   2) Bertambah Rp. 192.490.649.884 

   Jumlah pajak daerah setelah perubahan  Rp. 6.420.264.692.967 

  b. Retribusi daerah 

   1) Semula Rp. 68.415.527.040 

   2) Berkurang Rp. 12.875.592.000 

   Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 55.539.935.040 

  c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

   1) Semula Rp. 354.759.991.476 

   2) Bertambah Rp. 0 

   Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah  

   yang dipisahkan setelah perubahan  Rp. 354.759.991.476 

  d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

   1) Semula Rp. 168.062.751.717 

   2) Bertambah Rp. 262.572.114.028 

   Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

   setelah perubahan  Rp. 430.634.865.745 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

bersumber dari : 

  a. Transfer pemerintah pusat 

   1) Semula Rp. 5.093.345.250.400 

   2) Berkurang Rp. 3.333.784.956 

   Jumlah transfer pemerintah pusat  

   setelah perubahan  Rp. 5.090.011.465.444 
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(3) Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari : 

  a. Pendapatan hibah  

   1) Semula Rp. 74.268.000.000 

   2) Berkurang Rp. 0 

   Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 74.268.000.000 

  b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

   peraturan perundang-undangan 

   1) Semula Rp. 25.000.000.000 

   2) Bertambah Rp. 0 

   Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan  

   Ketentuan peraturan perundang-undangan 

   setelah perubahan  Rp. 25.000.000.000 

 

Pasal 5 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:  

a. Belanja Operasi  

 1) Semula Rp. 7.651.494.674.331 

 2) Bertambah Rp. 486.596.069.867 

 Jumlah belanja operasi setelah perubahan  Rp. 8.138.090.744.198 

b. Belanja modal  

 1) Semula Rp. 1.891.236.869.239 

 2) Bertambah Rp. 287.534.084.388 

 Jumlah belanja modal setelah perubahan  Rp. 2.178.770.953.627 

c. Belanja tidak terduga  

 1) Semula Rp. 100.000.000.000 

 2) Berkurang  Rp. 79.334.043.531 

 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan  Rp. 20.665.956.469 

d. Belanja transfer  

 1) Semula Rp. 3.006.894.020.146 

 2) Bertambah Rp. 41.711.300.000 

 Jumlah belanja transfer setelah perubahan  Rp. 3.048.605.320.146 

 

Pasal 6 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber 

dari : 

  a. Belanja pegawai 

   1) Semula Rp. 3.390.518.248.492 

   2) Bertambah  Rp. 136.815.685.227 

   Jumlah belanja pegawai setelah perubahan  Rp. 3.527.333.933.719 
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  b. Belanja barang dan jasa 

   1) Semula Rp. 2.532.332.077.246 

   2) Bertambah Rp. 91.976.255.635 

   Jumlah barang dan jasa setelah perubahan  Rp. 2.624.308.332.881 

  c. Belanja hibah 

   1) Semula Rp. 1.693.301.376.043 

   2) Bertambah Rp. 190.382.207.816 

   Jumlah hibah setelah perubahan  Rp. 1.883.683.583.859 

  d. Belanja bantuan sosial 

   1) Semula Rp. 35.342.972.550 

   2) Berkurang Rp. 67.421.921.189 

   Jumlah bantuan sosial setelah perubahan  Rp.    102.764.893.739 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersumber 

dari : 

  a. Belanja modal tanah  

   1) Semula Rp. 255.094.921.040 

   2) Bertambah  Rp. 106.254.163.821 

   Jumlah belanja modal tanah  

   setelah perubahan  Rp. 361.349.084.861 

  b. Belanja modal peralatan dan mesin 

   1) Semula Rp. 246.547.177.469 

   2) Bertambah Rp. 181.415.979.298 

   Jumlah modal peralatan dan mesin  

   setelah perubahan  Rp. 427.963.156.767 

  c. Belanja modal gedung dan bangunan 

   1) Semula Rp. 499.429.767.701 

   2) Berkurang Rp. 83.720.781.594 

   Jumlah modal gedung dan bangunan  

   setelah perubahan  Rp. 415.708.986.107 

  d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 

   1) Semula Rp. 884.521.014.868 

   2) Bertambah Rp. 81.072.474.763 

   Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi  

   setelah perubahan  Rp. 965.593.489.631 

  e. Belanja modal aset tetap lainnya 

   1) Semula Rp. 5.643.988.161 

   2) Bertambah Rp. 2.512.248.100 

   Jumlah modal aset tetap lainnya  

   setelah perubahan  Rp. 8.156.236.261 
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(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri 

atas belanja tidak terduga, yaitu :  

  a. Semula Rp. 100.000.000.000 

  b Berkurang  Rp. 79.334.043.531 

  Jumlah belanja tidak terduga  

  setelah perubahan  Rp. 20.665.956.469 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber 

dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan, yaitu : 

  a. Semula Rp. 3.006.894.020.146 

  b Bertambah Rp. 41.711.300.000 

  Jumlah belanja transfer setelah perubahan  Rp. 3.048.605.320.146 

 

Pasal 7 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber 

dari:  

a. Penerimaan pembiayaan  

 1) Semula Rp. 750.000.000.000 

 2) Bertambah Rp. 297.654.023.768 

 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan  Rp. 1.047.654.023.768 

b. Pengeluaran pembiayaan  

 1) Semula Rp. 112.000.000.000 

 2) Bertambah Rp. 0 

 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 112.000.000.000 

 

Pasal 8 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu :

 a. Semula  Rp. 750.000.000.000 

  b Bertambah Rp. 297.654.023.768 

  Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

  sebelumnya setelah perubahan  Rp. 1.047.654.023.768 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

bersumber dari penyertaan modal daerah, yaitu : 

 a. Semula  Rp. 112.000.000.000 

  b Bertambah Rp. 0 

  Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

  sebelumnya setelah perubahan  Rp. 112.000.000.000 
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Pasal 9 

 (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan 

Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 

belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 

ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun Anggaran 2022. 

 (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

  a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa; 

  b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

  c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

 (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

  a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

  b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

  c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

  d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat. 

 

Pasal 10 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

1. Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III  Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta 

Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; 
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5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI  Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; 

8. Lampiran VIII  Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 

9. Lampiran IX  Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

10.  Lampiran X  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; dan 

11.  Lampiran XI  Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 11 

Gubernur Sumatera Utara menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 19 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Utara. 

 

 

 Ditetapkan di   MEDAN 

 pada tanggal : 

GUBERNUR SUMATERA UTARA, 

 

 

 

EDY RAHMAYADI 

 

 

 


